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REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/3601/2021
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN RADIOTERAPI
RUMAH SAKIT UMUM MAYAPADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pemanfaatan radiologi yang memenuhi standar
dan persyaratan dibutuhkan dalam rangka memenuhi
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang
kesehatan, serta kebutuhan pelayanan kesehatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 780/MENKES/PER/VIII/2008 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi dan Pasal 28 ayat
(1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020
tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, perlu
menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Izin
Penyelenggaraan Pelayanan Radioterapi Rumah Sakit

Umum Mayapada,;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang
Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3676);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik

Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4431);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5607);
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

10.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
1427 /MENKES/SK/XII/2006 tentang Standar Pelayanan
Radioterapi di Rumah Sakit;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
780/MENKES/PER/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Radiologi;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020
tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG IZIN
PENYELENGGARAAN PELAYANAN RADIOTERAPI RUMAH
SAKIT UMUM MAYAPADA.

Memberikan izin penyelenggaraan pelayanan radioterapi
dengan klasifikasi sekunder kepada:
Nama Pemohon : Rumah Sakit Umum Mayapada
Alamat : Jalan Lebak Bulus I Kav. 29 RT/RW
006/004, Kelurahan Cilandak Barat,
Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan
Izin penyelenggaraan pelayanan radioterapi sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk jangka
waktu S (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan
dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.
Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan
pelayanan radioterapi sebagaimana dimaksud dalam
Diktum  KESATU  dilaksanakan oleh  Kementerian
Kesehatan, dinas kesehatan daerah provinsi, dan dinas
kesehatan daerah kabupaten/kota, sesuai dengan tugas
dan fungsi, serta ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2021

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
_-Kepala Biro Hukum dan Organisasi
‘Sekfé'télfiat:Jg_nderal Kementerian Kesehatan,

Sunddyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002
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